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BAB  I 
 

P  E  N  D  A  H  U  L  U  A  N 
  

 
A. Latar Belakang Masalah 

Tanah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai 

karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh Bangsa Indonesia pada tingkatan 

tertinggi dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Saat ini Pemerintah masih perlu mewujudkan 

pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan 

tanah (Konsideran Menimbang Perpres Nomor 86 Tahun 2018). 

Pada tahun 2017, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan akan terus memperjuangkan 

reforma agraria, untuk meminimalkan tingkat ketimpangan ekonomi 

masyarakat (Antara Yogya, 2017). Hal ini menunjukkan komitmen kuat 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta 

pada upaya memperjuangkan reforma agraria, sehingga layak mendapat 

apresiasi. 

Komitmen kuat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah 

Istimewa Yogyakarta bagi pelaksanaan reforma agrarian mendapat 

dukungan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi ini terlihat 

dari terbitnya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

96/KEP/2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Keputusan tersebut menempatkan Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Ketua Pelaksana 

Harian. Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Istimewa 

Yogyakarta dijabat oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan 

Wakil Ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pada tingkat kabupaten, semangat untuk memperjuangkan reforma 

agrarian diperlihatkan oleh Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang 
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menerbitkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2020 tentang 

Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bantul. Keputusan 

ini menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebagai Ketua 

Pelaksana Harian. Sementara itu, Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria 

Kabupaten Bantul dijabat oleh Bupati Bantul, sedangkan Wakil Ketua dijabat 

oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. 

Komitmen kuat di tingkat Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah, 

serta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan 

(termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Gunung Kidul) dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan 

pelaksanaan reforma agraria, yaitu:  

1. mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka 

menciptakan keadilan; 

2. menangani sengketa dan konflik agraria; 

3. menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang 

berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, 

dan pemanfaatan tanah; 

4. menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; 

5. memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi; 

6. meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan 

7. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup 

(Pasal 2 Perpres Nomor 86 Tahun 2018)                 

Semangat dan komitmen kuat untuk memperjuangkan reforma agraria 

bukanlah berarti akan meniadakan tantangan, kendala, dan hambatan dalam 

pelaksanaan reforma agraria. Biasanya problematika akan selalu dijumpai 

dalam pelaksanaan suatu kegiatan, termasuk pelaksanaan reforma agraria. 

Sebagaimana diketahui problematika (problematic), adalah: 

1. sesuatu yang melibatkan persoalan dan kesukaran; 

2. sesuatu yang memiliki tampilan alami berupa pertanyaan yang memuat 

masalah (problem questionable); 



3 
 

3. sesuatu yang memiliki tampilan alami berupa persoalan yang sulit untuk 

dipecahkan (hard to solve) atau sulit disepakati (hard to deal); 

4. sesuatu yang belum dapat dijadikan pegangan karena masih memuat 

ketidak-pastian (uncertainty) 

(Collins Dictionary, 2020). 

Meskipun mengalami problematika, ternyata reforma agraria tetap 

dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten 

Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian dengan judul “Problematika Reforma 

Agraria di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta.”     

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul menggalang kerjasama para 

pihak dalam pelaksanaan reforma agraria?  

2. Apa kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul dalam pelaksanaan reforma 

agraria? 

3. Hal-hal apa saja yang sulit untuk dipecahkan (hard to solve) dan sulit 

disepakati (hard to deal) dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten 

Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul?   

4. Hal-hal apa saja yang menimbulkan ketidak-pastian (uncertainty) dalam 

pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung 

Kidul?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian: 

Penelitian ini bertujuan untuk mendukung Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kantor 
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Pertanahan Kabupaten Bantul, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung 

Kidul dalam memperjuangkan reforma agraria. 

 

2. Manfaat Penelitian: 

Sebagai masukan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan 

Pertanahan Nasional saat merumuskan kebijakan yang terkait dengan 

reforma agraria, khususnya hal-hal yang sulit untuk dipecahkan (hard to 

solve), sulit disepakati (hard to deal), dan menimbulkan ketidak-pastian 

(uncertainty).  
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BAB  VI 
 

P    E    N    U    T    U    P 
 
 

N. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang problematika reforma agraria di 

Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul diketahui, bahwa: 

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul menggalang kerjasama para pihak 

dalam pelaksanaan reforma agraria, dengan cara sounding, lobbying, dan 

meeting. 

2. Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan Kantor 

Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul dalam pelaksanaan reforma 

agrarian, yaitu: 

a. Kendala internal, yang terdiri dari: sumberdaya manusia dan 

ketentuan yang berlaku; 

b. Kendala Eksternal, yang terdiri dari: respon pemerintah kabupaten, 

kondisi subjek dan objek, serta administrasi desa. 

3. Dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Bantul dan Kabupaten 

Gunung Kidul diketahui, bahwa: 

a. Ada hal-hal yang sulit untuk dipecahkan (hard to solve) yaitu:  

(1) pelaksanaan terintegrasi, serta  

(2) subjek dan objek redistribusi tanah;  

b. Ada hal-hal yang sulit disepakati (hard to deal) yaitu: 

(1) lokasi penataan akses, dan 

(2) penataan akses multi years. 

4. Dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Bantul dan Kabupaten 

Gunung Kidul diketahui, bahwa ada hal-hal yang menimbulkan ketidak-

pastian (uncertainty), yaitu: 

a. keunggulan redistribusi tanah, dan 

b. sinergitas kegiatan. 



66 
 

 

O. Rekomendasi 

Oleh karena kondisi agraria/pertanahan yang unik, maka Kantor 

Pertanahan Kabupaten Bantul dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung 

Kidul perlu didorong, untuk melakukan reforma agraria secara khas. Oleh 

karena penataan aset di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul 

tidak mungkin lagi diwujudkan dalam bentuk redistribusi tanah, maka 

penataan aset diwujudkan dalam bentuk penguatan aset, atau legalisasi aset, 

yang konkretnya berupa sertipikasi hak atas tanah melalui program PTSL 

(Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap). Selanjutnya pada wilayah 

penataan aset dilakukan pemberdayaan masyarakat, yang diawali dengan 

kegiatan Pemetaan Sosial, untuk mengetahui segenap potensi yang dimiliki 

oleh wilayah yang bersangkutan. 

Setelah mengetahui segenap potensi yang dimiliki suatu wilayah, maka 

pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan dengan tahapan, sebagai 

berikut: 

1. Menciptakan social relationship, yaitu hubungan sosial yang baik antara 

petugas kantor pertanahan dengan warga masyarakat yang 

diberdayakan. 

2. Membangun reciprocity, yaitu upaya petugas kantor pertanahan untuk 

menunjukkan sikap timbal balik atau respon positif, atas sikap dan 

tindakan warga masyarakat yang antusias mengikuti kegiatan 

pemberdayaan masyarakat.  

3. Mengkonstruski trust, yaitu upaya petugas kantor pertanahan untuk 

menunjukkan bahwa dirinya dan kantor pertanahan layak dipercayai, 

dan layak menjadi “tempat” bagi warga masyarakat untuk berkeluh 

kesah dan mencari solusi atas masalah usaha yang dihadapinya.  

4. Memperkuat social relationship, yaitu suatu kondisi yang dialami oleh 

petugas dan kantor pertanahan, ketika berhasil menciptakan hubungan 

baik, berhasil membangun reciprocity, dan berhasil mengkonstriksi trust.       
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